Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH HABUPATEN SUMENEF

NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGEKAT DAERAH

HABUPATEN SUMENEP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B

BUPATI SUMENEP,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayar (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah, telah ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkal Daerah Kabupaten Sumenep;

bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 21 Peraturan
Menteri Dalam Negerd Nomor 99 tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
maka perlu dilakukan penataan terhadap Perangkal
Dacrah vang ada schingga tercipta Perangkat Daerah vang
rasional, proporsional, efektf dan elisien, sehingga tepat
fungsi dan tepat ukuran;

bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksod
pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk dan
menyusun Perangkat Daerah vang baru dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Hepublik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-Daerah Kabupaten di lngkungan
Frovinsi Jawa Timur scbagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2730);

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang undengan (Lembaran
Negara Republik  Indonesin Tahun 2011 RNemor B2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negam
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor G398),
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11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesio Nomor 59194);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 teniang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 MNomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Peranglkat Daerall (Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
dinbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor B7 Tehun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tohun 2015
tentang Pembentukan Produk Hulkum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri dalam 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Dacrah Provinsi
Dan Dacrah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
Peoraturan Monteri Dalam Megeri Momor 134 Tahun 2018

tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar
Kompetensi Stafl Ahli Kepala Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Eepuhlik [ndonesia Tahun 2018
Momor 15339);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970),
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARUPATEN SUMENEP

Menetapkan

dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUHKAN DAN
SUSUNAN PERANGEAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

L S

10.
11.
132,

13.

16.

Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Sumenep,

Bupati adalah Bupati Sumenep;

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah vyang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumenep;

Sekretaniat Daerah adalah Sekretarial Daerah Kabupaten
Bumenep;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Sumenep,;

Selretariat Dewan Perwakilan Kakyat Daerah selanjutnya
disingkat Sekretariat DPRD adalah Selretanat Dewan
Perwalilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep;

Selretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat Sckretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten Sumenep;
Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten
Sumencp,;

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sumenep,
Badan Dacrah adalah Badan Daerah Kabupaten Sumenep;
Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya
digingkat UPT adalah wunsur pelaksana teknis
Dinas/Badan vang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan [atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

. Kecamatan adalah wilayah kerja camat scbagai perangkat
14.

daerah Kabupalen Sumencp,

Kelurahan adalah perangkat kecamatan vang dibentuk
untuk membantu atau melaksanakan scbagian tugas
camat;

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau
yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten
Sumenep;

Rumah Bakit Daecrah yang selanjutnya RSD adalah unit
organisasi bersifat khusus yvang memberikan layvanan
secara  professional dan  memiliki  otonomi  dalam
penigelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta
bidang kepegawaian;
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18.

. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya discbut

PUSKESMAS adalah unit organisasi bersifat fungsional
yang memberikan layanan secara professional;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan vang menunjukan
tugus, langgungiawab, wewenang dan hak scorang Pegawail
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelakeanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAR II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi
Perangkal Daerah, berdasarkan asas .

FROfAR TR

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
efisiensi,

efektivitas;

pembagian habis tugas;

rentang kendali,

tata kerja yang jelas; dan

fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daeralh ini dibentuk Perangkat Daerah
dengan susunan sebagai berikut :

anwp

Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
Sekretariat DPRD merupakan Sckretariat DPRD Tipe A,
Inspektorat Dasrah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat;

Dinas Daerah, terdir dagi :

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan;

2. Dinas Keschatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarps
Berencana Tipe A menyelenggarakan  urusan
pemerintahan  bidang  kesehatan  serta  bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anal;

4, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakanl wrusan
pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang
tenaga Kerja;

5. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang perumahan rakyat dan
permukiman, bidang perhubungan dan  bidang
pertanahan;

5. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi
dan Informatika, bidang persandian dan bidang
statistik;



7. Dinas Kebudaysan, Kepemudaan Olah Raga dan
Pariwisata Tipe A  menyelenggarakan  Uris«an
pemerintahan bidang kebudayaan, bidang kepemudaan
dan olahraga serta bidang pariwisata; .

8. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang
pekerjaan umum dan penataan riang,

9, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Pertncdustrian dan Perdagangan Tipe A
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang
koperasi, usaha Lkecil dan menengah, hidang
perindustrian dan bidang perdagangan,

10. Dinas Perikanan Tipe A menyvelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perikanan;

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

12, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang
pemberdayvaan masyvarakat dan desa;

13. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A
menyelenggarakan urusan  pemerintahan hidang
pangan dan bidang pertanian;

14. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;

15. Dinas  Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B
menvelenggarakan uwrusan  pemerintahan bidang
perpustakaan dan bidang Kearsipan,

f. Badan Daerah terdin dan :

1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang
keuangan;

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daecrah Tipe A
melaksanakan fungsi penunjang perencanasn dan
fungsi penunjang penclitian dan pengembangan;

3. Badan Kepegawaian dan Pengecmbangan Sumber Daya
Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 3 bidang
melaksanakan urusan pemerintahan  di  bidang
kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2] Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdird
dari :
Kecamatan Koto Sumenep, dengan Tipe A;
Kecamatan Batuan, dengan Tipe A;
Kecamatan Kalianget, dengan Tipe A,
Kecamatan Manding, dengan Tipe A;
Kecamatan Talango, dengan Tipe A
Kecamatan Biuto, dengan Tipe A;
Kecamatan Saronggl, dengan Tipe A;
Kecamatan Lenteng, dengan Tipe A;
Kecamatan Giligenting, dengan Tipe A;
Kecamatan Guluk-Guluk, dengan Tipe A;
Kecamatan Ganding, dengan Tipe A;
Kecamatan Pragaan, dengan Tipe A;
. Kecamatan Ambunten, dengan Tipe A;

BrFsrpesoan e
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Kecamatan Pasongsongan, dengan Tipe A;
Kecamatan Dasulk, dengan Tipe A;
Kecamatan Rubaru, dengan Tipe A;
Kecamatan Batang — Batang, dengan Tipe A;
Kecamatan Batuputih, dengan Tipe A;
Kecamatan Dunglek, dengan Tipe A;
Kecamatan Gapura, dengan Tipe A;
Kercamatan Gavem, dengan Tipe A;
Kecamatan Nonggunong, dengan Tipe A;

. Kecamatan Ra'as, dengan Tipe A;
Kecamatan Masalembu, dengan Tipe A;
Kecamatan Arjasa, dengan Tipe A;
Hecamatan Kangayan, dengan Tipe A;

aa. Kecamatan Sapeken, dengan Tipe A.

(3]

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan dibentuk

untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas
Camat.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat
Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

(1
12

(1)

(<]

(1)

(2]

(3]

BAB II
PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atan kegiatan telmis penunjang tertentu
perangkat daerah indukmya.

Pasal 7

Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 terdapat UPT Dinas Daerah di bidang Pendidikan
berupa satuan pendidikan.

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat [1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non
formal.

Paszal B

Pada urusan Urusan Pemerintahan di bidang keachatan,
selain UPT Dinas scbhagalmana dimoksud daleam Pasal G,
terdapat Rumah Sakit Daerah kabupaten sebagai unit
organisasi beraifat khusus serta pusat kesehatan
masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional,
vang memberikan layanan secara profesional.

Sebagai unit organisasi bersifat khusus sehagaimana
dimaksud pada ayat (1] Rumah Sakit Daerah Kabupaten
memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan
barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

FRumah Sakit Daerah Kabupaten dipimpin cleh direktur
Fumah Sakit Daerah Kabupaten.



Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan
organisasi dan tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah
dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT vang
baru.

BAR IV
STAF AHLI

Pasal 11

{1} Bupati dalam melaksanakan tugesnya dapat dibantu stal
Ahli,

(2] Stal Ahli scbagaimana dimaksud pada ayat (]
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh

Sekretaris Daerah.

(3] Stal Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2] berjumlah
paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.

(4] Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil vang memenuhi
persyaratan.

(5] Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Ahli dilakukan oleh

Bupati.

BABV
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah dianglat
dan diberhentikan oleh Bupati sesual dengan peraturan

perundang-undangan.

BAE V1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1} Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan
Pemerintahan Bidang Bencana yang terbentuk dengan
susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan
Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya
sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang
melaksanakan sub wurusan bencana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Angparan penyelenggaraan sub urusan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja daerah sampai dengan
dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub
urusan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan.



Duundangkan

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Dacrah ini, pejabat
vang ada tetap menduduli jabatannya dan melaksanakan
tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini. Terkait program kegatan
vang dasar perencanaannva dengan  menggunakan
nomenklatur yang lama sedangkan implementasinya
dilaksanakan oleh nomenklatur vang bama,

BAE VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Pada =saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pombentukan Dan Susunan Porangkal
Daerah Kabupaten Sumencp (Lembaran Dacrah Kabupaten
Sumenep Tahun 2016 Nomor 10} dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

(2) Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua
Peraturan yang berkaitan dengan Pembentukan dan
gusunan peranpkat daerah dinvatakan tetap berlaku
sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah 1m mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Apar setiap orang —mengetahuinya, —memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengen pencmpatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

SUIMEncp

04 JAN 2021

H KABUPATEN

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 316-15/2020
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

FEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGEAT DAERAH

UMUM

Dasar utama pembentukan Perangkat Daernh adalah adanya Urusan
Pemerintahan vang diserahkan kepada Daerah terdiri atas Urasan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Urusan Pemerintahan
Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan
dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daecrah dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan prinsip tepat fungsi dan
epat ukuran (rightsizing] didasarkan pada beban kerja vang sesuai dengan
kondisi nvata i masing-masing deerah dan adanya koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan
Dacrah.

Dalam pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas
wilavah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran
beban tugas scsual dengan Urusan Pemerintahan vang diserahkan kepada
Dacrah sehagai mandat vang wajib dilaksanakan melalui Perangkat Daerah.

Penentuan Perangkat Daerah dalam tipelogi Perangkat Daerah
didasarkan puda perhitungan jumlah nilai vanabel beban kerga vang terdiri
dari variabel umum dan variabel teknis.

Variabel umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah
anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot sebesar 20% (dua
puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot
sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap vanabel baik vanabel
umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala
nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu),

Berdasarkan perhitungan jumlah nilai variebel beban kerja baik dan
variehel umum maupun dar vanebel teknis, Perangkat Daerah Kabupaten
Sumenep yvang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini merupakan
Perangkat Dacrah Tipe A dan Tipe B.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Huraf &
Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Dacrah® adalsh Perangkat Dacrah hanyva
dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerntahan
berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan
dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan
Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk
melaksanakan suatu Urusan Pemeriniahan atau volume beban
tuges untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan LUrusan
Pemerintahan.



Hurufl c
Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan
Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan
tingkat daya guna yvang paling tinggi vang dapat diperoleh.

Huruf d
Yang dimaksud dengan asas "efektivitas” adalah pembentukan
Perangkat Daerah harus berorientas: pada tujuan vang tepat
guna dan berdava guna.

Huruf e
Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas® adalah
pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tupgas
dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat
Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang
dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali® adalah
penentuan jumiah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja
pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan
pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g
Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja
pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas,
baik vertikal maupun horzontal.

Hurulh
Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada
Perangkat Dacrah memberikan ruang untuk menampung tugas
dan fungs yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini

ditetapkan.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cultup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Fasal 6
Ayat (1)
Culkup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis operasional” adalah
kegiatan teknis vang secara langsung berhubungan dengan
pelayanan masyarakat.
Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu”
adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas
organisasi induknya.
Pasal 7
Culup jelas.
Pasal 8
Ayat {1}
Yang dimaksud dengan PUSKESMAS sebagai “unit organisasi
bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin olch
pejabat fungsional bidang kesehatan yang diberi tugas
tambahan sebagal Kepala Puskesmas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10

Cukup jelas.
Pagal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Paszal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.



